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BUPATI ACEH TENGAH 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/ KM.7/2020 tentang Tata Cara 
Pemgelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V 
Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali menerima Alokasi Dana Cadngan BOK 
Tambahan Gelombang V untuk Insentif Tenaga Kesehatan Daerah. 

b. bahwa berdasarkan butir V. 28b lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menyebutkan dalam hal program dan 
kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam 
keadaan darurat dan/atau mendesak lainya diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan 
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan 
dalam suatu peraturan bupati. 

Mengingat 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3034); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Undang-Undang 



12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

32. Peraturan 



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

36. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18); 

37. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 39); 

38. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 40). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2020 

TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan 



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.354.360.285.535,00 

bertambah sejumlah Rp. 113.589,464,752,66 sehingga menjadi Rp.1.467.949.750.287,66 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula 

b. Bertambah/ (berkurang) 

Rp. 1.348.060.285.535,00 

Rp. 70.310.011.757,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.418.370.297.292,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp. 1.354.360.285.535,00 

b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 113.589.464.752,66 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.467.949.750.287,66 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 49.579.452.995,66) 

3. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 9.750.000.000,00 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 41.629.452.995,66 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 51.379.452.995,66 

b. Pengeluaran 

1) Semula Rp. 3.450.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.650.000.000,00) 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.800.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 49.579.452.995,66 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. - 

2. Ketentuan 



2. Ketentuan dalam lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

peraturan bupati ini. 

3. Ketentuan dalam lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

peraturan bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dalam berita daerah kabupaten. 

Ditetapkan di Takengon 

pada tanggal 28 Desember 2020 

(.2BUPATI ACEH TENGAH 

HABELA ABUBAKAR 
Diundangkan di Takengon 
pada tanggal 28 Desember 2020 

4,1illt. SEKR A S Dl ERAH 

/ 

AR LAN ABD. WAHAB 

BERITA DAERAH BUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 57L4 2-



Lampiran I Peraturan Daerah 

Nomor : 7i -Tahun 2020 

Tanggal : 28 Desember 2020 

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH 

RINGKASAN PERUBAHAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2020 

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKUFtANG) 
NOMOR URAIAN 

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) woURUT 

1 2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN 1.348.060.285.535,00 1.418.370.297.292,00 70.310.011.757,00 5,22 

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 166.408.142.342,00 179.676.451.210,00 13.268.308.868,00 7,97 

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 11.792.950.000,00 11.377.610.000,00 (415.340.000,00) (3,52) 

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.962.125.000,00 6.889.728.000,00 (1.072.397.000,00) (13,47) 

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.700.000.000,00 5.901.875.586,00 201.875.586,00 3,54 

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 140.953.067.342,00 155.507.237.624,00 14.554.170.282,00 10,33 

1 . 2 DANA PEFtIMBANGAN 727.265.273.000,00 773.702.659.269,00 46.437.386.269,00 6,39 

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 14.469.618.000,00 21.875.146.051,00 7.405.528.051,00 51,18 

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 648.831.306.000,00 577.052.678.000,00 (71.778.628.000,00) (11,06) 

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 63.964.349.000,00 174.774.835.218,00 110.810.486.218,00 173,24 

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 454.386.870.193,00 464.991.186.813,00 10.604.316.620,00 2,33 

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 21.481.000.000,00 30.174.700.000,00 8.693.700.000,00 40,47 

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 33.183.313.054,00 26.673.239.036,00 (6.510.074.018,00) (19,62) 

1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian 268.867.751.000,00 270.918.843.000,00 2.051.092.000,00 0,76 

1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 130.854.806.139,00 115.626.988.128,00 (15.227.818.011,00) (11,64) 

1 . 3 . 6 Pendapatan Lain-lain 0,00 21.597.416.649,00 21.597.416.649,00 0,00 

2 BELANJA 1.354.360.285.535,00 1.467.949.750.287,66 113.589.464.752,66 8,39 

2. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 819.212.979.165,00 829.639.079.854,66 10.426.100.689,66 1,27 

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 487.692.983.527,00 454.160.072.169,39 (33.532.911.357,61) (6,88) 

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 2.975.000.000,00 6.815.400.000,00 3.840.400.000,00 129,09 

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 16.721.950.000,00 39.468.002.247,27 22.746.052.247,27 136,03 

2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.105.507.500,00 1.826.733.800,00 (278.773.700,00) (13,24) 

2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 305.533.538.138,00 304.718.871.638,00 (814.666.500,00) (0,27) 

2. 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 4.184.000.000,00 22.650.000.000,00 18.466.000.000,00 441,35 

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 535.147.306.370,00 638.310.670.433,00 103.163.364.063,00 19,28 

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.644.332.011,00 111.930.462.942,00 (6.713.869.069,00) (5,66) 

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.621.408.013,00 265.669.626.792,00 21.048.218.779,00 8,60 

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1 

prinTed SigiDa 



NOMOR 
URUT 

URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKUFtANG) 

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 

1 2 3 4 5 6 

2 . 2 . 3 

3 

3. 1 

3 . 1 . 1 

3 . 2 

3 . 2 . 2 

Belanja Modal 

SURPLUS / (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

PEMBIAYAAN NETTO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 

171.881.566.346,00 260.710.580.699,00 88.829.014.353,00 51,68 

(6.300.000.000,00) (49.579.452.995,66) (43.279.452.995,66) 686,98 

9.750.000.000,00 51.379.452.995,66 41.629.452.995,66 426,97 

9.750.000.000,00 51.379.452.995,66 41.629.452.995,66 426,97 

3.450.000.000,00 1.800.000.000,00 (1.650.000.000,00) (47,83) 
_ 

3.450.000.000,00 1.800.000.000,00 (1.650.000.000,00) (47,83) 

6.300.000.000,00 49.579.452.995,66 43.279.452.995,66 686,98 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Takengon, 28 Desember 2020 

BUPATI ACEH TENGAH 

SHABELA ABUBAKAR 

() 

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2 

prinTed j ld 



Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah 
Nomor :9,;Tahun 2020 
Tan al : 28 Desember 2020 

•...%.- 
,\ , ...... 

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH 

PENJABARAN PERUBAHAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2020 

\-~...." 

Urusan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan 
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan 

KODE UFtAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

PENJELASAN 
REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.02. 1.02.01 . 00.00 . 4 PENDAPATAN 15.021.000.000,00 15.017.850.000,00 (3.150.000,00) (0,02) 

1.02. 1.02.01 . 00.00. 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.021.000.000,00 15.017.850.000,00 (3.150.000,00) (0,02) 

1.02. 1.02.01 . 00.00. 5 BELANJA 99.032.030.073,00 126.037.663.751,00 27.005.633.678,00 27,27 

1.02. 1.02.01 . 00.00. 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67.829.966.643,00 60.013.256.454,00 (7.816.710.189,00) (11,52) 
1.02 . 1.02.01 . 00.00 Non Kegiatan 67.829.966.643,00 60.013.256.454,00 (7.816.710.189,00) (11,52) 

1.02. 1.02.01 . 01.01 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 31.202.063.430,00 66.024.407.297,00 34.822.343.867,00 111,600/0 

1.02. 1.02.01 . 22.31 Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi 0,00 5.749.314.806,00 5.749.314.806,00 100,000/0 Sumber Dana : 
Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 Lokasi Kegiatan : Kab. Aceh Tengah 

1.02. 1.02.01 . 22.31. 5.2.2 Belanja Barang dan lasa 0,00 5.749.314.806,00 5.749.314.806,00 100,000/0 
1.02 . 1.02.01 . 22.31 . Belanja Jasa Kantor 0,00 5.749.314.806,00 5.749.314.806,00 100,00°/0 

1.1j2-.102.01 . 22.31 . Belanja .3asa Tenaga Medis Kesehatan 0,00 5.749.314.806,00 5.749.314.806,00 100,00°/0 
Belanja .lasa Tenaga Medis Kesehatan 

Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan 
yang menangani COVID-19 

1 Ls x 2.370.000.000,00 = 2.370.000.000,00 

Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan 
yang menangani COVID-19 (Dana Cadangan BOK 
Kesehatan Tambahan Gelombang V) 

1 Ls x 3.379.314.806,00 = 3.379.314.806,00 

31.202.063.430,00 66.024.407.297,00 34.822.343.867,00 111,60% 

SURPLUS / (DEFISIT) (84.011.030.073,00) (111.019.813.751,00) (27.008.783.678,00) 32,15 
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 102.01 MI735 Kesehatan 

n19181=111 
BUPATI ACEH TENGAH 

HABELA ABUBAKAR 


